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Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam pembangunan nasional sangat didukung oleh
pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Segala
bentuk fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya didasari
oleh alokasi dana yang tersedia yang mana anggaran dana tersebut
mayoritas bersumber dari penerimaan pajak. Tidak hanya itu sumber
pendapatan negara sangat mempengaruhi kegiatan operasional suatu negara,
baik dalam bentuk kegiatan dalam negeri maupun luar negeri.

Mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya
dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak
langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam
melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan
pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada
pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah
daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua
urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang

dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat.



Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi
daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan asli
daerah ini antara lain meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Sehingga setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya serta pemerintah
daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan
keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Singkawang dalam APBD

tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Singkawang
Tahun 2016
Uraian Realisasi
PENDAPATAN Rp 790.128.729.961,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 103.256.348.260,36
Pendapatan Pajak Daerah Rp 29.628.290.072,21
Hasil Retribusi Daerah Rp 5.388.723.831,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp 3.221.676.236,00
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 65.017.658.121,09
DANA PERIMBANGAN Rp 641.267.248.981,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 16.800.863.981,00
Dana Alokasi Umum Rp 501.293.503.000,00
Dana Alokasi Khusus Rp 123.172.882.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH Rp 45.605.132.720,00
YANG SAH




Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp 00,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Rp 40.490.332.720,00
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Rp 00,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp 5.114.800.000,00
Pemerintah Daerah Lainnya

Sumber: DPPKA Kota Singkawang

Dari data realisasi pendapatan Pemerintah Kota Singkawang tahun
2016, pendapatan yang paling besar berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU) yaitu sebesar Rp 501.293.503.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah
pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga pemerintah daerah
dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama
dari pendapatan pajak daerah.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan
(budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory
function). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli yang
lazim di daerah kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang
Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai
administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur,
menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pentingnya
pajak bagi suatu daerah, terutama dalam pembangunan daerah itu sendiri
merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya
penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk,
perekonomian dan stabilitas politik.

Kota Singkawang memiliki potensi penerimaan daerah yang
beragam dan harus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai
sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Untuk menggali potensi sumber
penerimaan daerah tersebut harus diikuti kemampuan penetapan target
sesuai dengan potensi sebenarnya. Kemampuan tersebut akan memperbesar
penerimaan dan menciptakan tingkat efektivitas yang tinggi.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota
Singkawang adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang
merupakan bagian yang berperan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab di bidang pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan penerimaan
pajak daerah.

Pemerintah daerah Kota Singkawang memberikan wewenang
kepada DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) untuk

mengelola pajak daerah secara profesional dan transparan dalam rangka



optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.
Pengelolaan pajak daerah yang optimal diharapkan mampu mewujudkan
otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga
dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas
penerimaan pajak melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengetahui
tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, dapat membantu pemerintah
daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah.

Efektivitas merupakan keberhasilan atau kegagalan dari organisasi
dalam mencapai tujuannya. Efektivitas pajak daerah menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah sesuai
dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Pengukuran
efektivitas ini dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan dalam
pengelolaan pajak daerah di Kota Singkawang serta mengukur seberapa
besar kontribusi yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil
pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik
mengambil judul skripsi: « Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan
Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang (Studi

pada DPPKA Kota Singkawang).”



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1.

Apakah penerimaan pajak daerah di Kota Singkawang tahun 2012-2016
sudah efektif ?

Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah Kota Singkawang tahun 2012-2016 ?

Upaya apa saja yang dilakukan DPPKA Kota Singkawang dalam

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah ?

1.3. Batasan Masalah

Karena keterbatasan ruang dan waktu, maka penulis membuat

batasan masalah sebagai berikut:

1.

2.

4.

Penelitian dilakukan di Kota Singkawang

Peneliti hanya meneliti salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu
pajak daerah

Peneliti hanya mengambil data selama 5 tahun terakhir yaitu tahun
2012 sampai dengan tahun 2016

Analisis hanya dibatasi pada tingkat efektivitas dan kontribusi
penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota
Singkawang, sedangkan untuk analisis efisiensi tidak dilakukan penulis

dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh.



1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak daerah di Kota
Singkawang tahun 2012-2016 sudah efektif.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak
daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Singkawang tahun 2012-
2016.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan DPPKA Kota

Singkawang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah

1.5. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diharapkan oleh peneliti dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak daerah dan
kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Singkawang.
b. Menambah pengetahuan tentang sumber-sumber penerimaan pajak
daerah.
2. Bagi Pemerintah Kota Singkawang
a. Memberi informasi kepada DPPKA Kota Singkawang mengenai
seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak

daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Singkawang.



b. Sebagai bahan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam
membuat kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak
daerah.

3. Bagi Pihak Lain

a. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya
yang ingin membahas masalah yang sama.

b. Memberikan informasi tentang pajak daerah dan kontribusinya di

Kota Singkawang.

1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah dalam
pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB Il  TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti
dalam melakukan penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu

yang relevan.



BAB Il

BAB IV

BAB V

METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan
teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian,
analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang
diteliti berdasarkan hasil analisis data.

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian yang
berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi peneliti

dalam bidang sejenis dan pihak-pihak yang terkait.



